ABSTRAK

Peraturan terkait perjanjian perkawinan telah diatur dalam KUH Perdata dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian tertulis yang dibuat atas kesepakatan
bersama yang disahkan di pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku
pula terhadap pihak ketiga. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau saat
perkawinan berlangsung. Kendati demikian sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, mengenai waktu dibuatnya perjanjian
perkawinan mengalami perubahan yakni perjanjian perkawinan menjadi dapat dibuat
setelah perkawinan berlangsung atau selama ikatan perkawinan berlangsung.

Tugas akhir ini membahas terkait proses dan substansi dari pembuatan perjanjian
kawin pisah harta setelah perkawinan berlangsung serta bagaimana hak mewaris
suami/istri dalam perkawinan yang didalamnya terdapat perjanjian perkawinan yang
mengikat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
empiris melalui wawancara dan studi pustaka. Proses yang harus dilalui dalam
pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan tidak jauh berbeda dengan
perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan berlangsung.
Perbedaan hanya terletak dalam syarat tambahan yang harus dilengkapi yaitu buku
nikah. Kemudian terkait substansi dari perjanjian kawin pisah harta yang dibuat setelah
perkawinan berlangsung hanya bergantung pada apa yang telah disepakati oleh para
pihak. Peraturan yang berlaku di Indonesia pun tidak mengatur secara spesifik
mengenai substansi dari perjanjian perkawinan. Adanya perjanjian perkawinan yang
mengikat tidak akan menghilangkan hak mewaris suami/istri sebagaimana yang telah
diatur dalam KUH Perdata bahwa pembuatan perjanjian perkawinan tidak

menghilangkan hal-hak yang telah diatur oleh Undang-Undang.
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